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Pengantar 
dari GIZ 

Penerapan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau 

proses ju al beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klausul

klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam perjanjian tersebut memiliki 

kelemahannya tersendiri, yaitu celah untuk mengalihkan tanggung jawab yang 

bertentangan dengan hak-hak dasar konsumen, misalnya untuk mendapatkan 

ganti rugi. Perlunya perlindungan hukum untuk menjaga pemenuhan hak-hak 

konsumen dalam setiap perjanjian baku menjadi salah satu fokus dari proyek 

ASEAN-Jerman PROTECT. 

ASEAN-Jerman PROTECT merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Deutsche 

Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan didanai oleh 

Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman 

(BMZ). Proyek ini bertujuan untuk mewujudkan pasar yang mengakomodasi 

kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara berimbang, serta mendukung 

inisiatif negara-negara anggota ASEAN, baik di tingkat regional maupun nasional, 

demi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dinamis dan berorientasi 

pada masyarakat. Bersama dengan ASEAN Committee on Consumer Protection 

(ACCP), kami memfasilitasi dialog dan kerja sama antara 10 negara anggota ASEAN 

untuk mencapai komitmen-komitmennya yang tertuang dalam ASEAN Strategic 

Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025. 

Secara khusus di Indonesia, proyek ASEAN-Jerman PROTECT, antara lain, berupaya 

meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan 

berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan advokasi masyarakat 

dalam topik-topik pilihan. Dalam kesempatan ini, kami bekerja sama dengan ahli

ahli perlindungan konsumen mengenai perjanjian baku. Sebagaimana diketahui, 

pengaturan mengenai perjanjian baku, atau lebih spesifik mengenai klausula

klausula di dalamnya, sudah dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK·) serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Namun, sejalan perkembangan dunia saat ini, terutama pesatnya laju digitalisasi 

ekonomi yang juga berpengaruh dalam pengadaan perjanjian baku digital, penting 

bagi pemerintah serta lembaga terkait dan pelaku usaha untuk memahami lebih 

lanjut mengenai masalah-masalah yang sering ditemukan dali)m penggunaan 
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perjanjian baku tradisional maupun digital di Indonesia. Dengan adanya rancangan 

perubahan UUPK, buku ini juga akan membahas rencana pengaturan perjanjian 

baku di masa depan sebagai solusi masalah yang dihadapi pada saat ini. 

Akhir kata, kami berterima kasih kepada kedua penulis utama dan jajaran 

kontributor yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam upaya 

meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya penerapan perjanjian 

baku yang adil demi kesejahteraan konsumen Indonesia. Semoga buku ini dapat 

memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah dan solusi perjanjian 

baku di Indonesia, dan sebagai kajian perbandingan bagi negara-negara anggota 

ASEAN lainnya. Kami terbuka dan menghargai jika ada masukan dari berbagai 

pihak demi penyempurnaan buku ini. 

Desember 2020 

Proyek ASEAN-Jerman PROTECT 

GIZ 
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Pengantar 
dari Penulis Utama 

Memenuhi permintaan Deutsche Gesellschc 
(GIZ) GmbH, kami menyusun buku denga 

Konsumen - Perjanjian Baku - Masalah 

kontributor yang ahli dalam bidang masing-
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perlindungan konsumen yang membutuhka 
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(UUPK), yang di dalam Program Legislasi 

perubahan UUPK tersebut telah dapat diselE 

Di dalam perubahan Rancangan Perubahan 

perjanjian baku, baik yang non digital dan ya 

dan lengkap dibandingkan dengan pengaturar 

Buku ini memaparkan tidak hanya masalah p1 

baku yang dihadapi konsumen Indonesia 

perundang-undangan lain, melainkan juga af 

perjanjian baku di masa depan sebagai sol us 
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Pengantar 
dari Penulis Utama 

Me menu hi permintaan Deutsche Gesellschaftfiir Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, kami menyusun buku dengan judul Bunga Rampai Perlindungan 

Konsumen - Perjanjian Baku - Masalah dan Solusi, dibantu oleh beberapa 

kontributor yang ahli dalam bidang masing-masing. 

Sejak Revolusi lndustri 1.0, perjanjian baku semakin banyak dan sering digunakan 

untuk memfasilitasi masifikasi perdagangan barang dan/atau jasa. Pemanfaatan 

perjanjian baku semakin masif pada saat Revolusi lndustri 4.0 saat ini dalam 

bentuk perjanjian baku digital. 

Berhubung perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak 

sehingga terjadi nyaris tanpa negosiasi, maka klausula baku yang terkandung di 

dalamnya cenderung berisi klausula eksonerasi atau klausula eksemsi (exoneration 
clauses atau exemption clauses), yaitu syarat dan ketentuan yang menambah hak 

dan/atau mengurangi kewajiban pembuatnya, dan sebaliknya mengurangi hak 

dan/atau menambah kewajiban pihak yang menerima perjanjian baku tersebut. 

Dengan demikian, konsumen sebagai penerima perjanjian baku tersebut seringkali 

berada dalam posisi yang asimetris yang menimbulkan berbagai ragam masalah 

perlindungan konsumen yang membutuhkan solusi. 

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia pada saat ini sedang dilakukan 

perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), yang di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) direncanakan 

perubahan UUPK tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun 2022. 

Di dalam perubahan Rancangan Perubahan UUPK tersebut, pengaturan tentang 

perjanjian baku, baik yang non digital dan yang digital, dilakukan secara lebih rinci 

dan lengkap dibandingkan dengan pengaturan tentang klausula baku di dalam UUPK. 

Buku ini memaparkan tidak hanya masalah penggunaan dan pengaturan perjanjian 

baku yang dihadapi konsumen Indonesia di dalam UUPK maupun peraturan 

perundang-undangan lain, melainkan juga akan dikemukakan rencana pengaturan 

perjanjian baku di masa depan sebagai solusi masalah yang dihadapi pada saat ini. 

Dengan gaya praxis dan bahasa yang populer diharapkan buku ini mudah dipahami 

oleh semua lapisan konsumen dan pelaku usaha/penyedia jasa, baik di Indonesia 

maupun di luar Indonesia. 
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Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah 

dan solusi perjanjian baku di Indonesia, dan merupakan suatu perbandingan bagi 

negara lain. 

Semua masukan untuk penyempurnaan buku ini di masa depan, tentu akan 

sangat dihargai oleh GIZ, dan sebagai akhir kata pengantar ini kami menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih kepada_ para kontributor, dan semua pihak yang 

telah memberikan bantuan sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

Desember 2020 

Penulis Utama 

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M 

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN 
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senantiasa melakukan hubungan dengar 
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Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebel1 
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1 Lihat Resa Eka Ayu Sartika, Penemuan yang Me 
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Pendahuluan 

Dalam sejarah umat manusia, untuk mempertahankan kehidupannya manusia 

senantiasa melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antar 

manusia ini multi aspek, salah satu di antaranya adalah aspek perdagangan barang 

dan/atau jasa. 

Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dikenal uang, perdagangan barang 

dan/atau jasa tersebut dilakukan melalui barter atau pertukaran barang dan/atau 

jasa. Berhubung dalam pertukaran barang dan/atau jasa dapat terjadi hambatan 

karena ketidaksetaraan nilai atau ketidakcocokan kebutuhan pada barang dan/ 

atau jasa yang dipertukarkan, maka diciptakan uang komoditas. Uang komoditas 

adalah barangyang pada umumnya dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti bahan 

pangan baik tumbuhan maupun ternak. Mata uang paling awal yang digunakan 

dalam perdagangan barang dan/atau jasa muncul pada milenium ke-3 SM di Mesir 

dan Mesopotamia, berupa emas batangan yang harus ditimbang setiap kali akan 

digunakan sebagai alat tukar. Baru pada tahun 2500 SM, perdagangan barang 

dan/atau jasa mulai menggunakan mata uang emas dan perak1
• 

Baikperdagangan barangdan/ataujasa melalui bartermaupun melalui penggunaan 

alat tukar berupa uang, secara hukum senantiasa akan menimbulkan perjanjian 

atau kontrak dalam bentuk lisan dan/atau tertulis. Perjanjian ini merupakan hasil 

tawar menawar atau perundingan antara para pihak yang melakukan perdagangan 

barang dan/atau jasa tentang harga, syarat, dan ketentuan mengenai barang dan/ 

atau jasa obyek perdagangan. 

Tawar menawar atau perundingan tersebut masih dapat dilakukan sebelum terjadi 

perjanjian karena barang dan/jasa obyek perjanjian merupakan barang dan/atau 

jasa yang dibuat dan disediakan satu demi satu secara manual {handmade). 

Na mun demikian, Revolusi lndustri 1.0 yang berlangsung antara 1750-1850 telah 

menghasilkan mesin uap, sehingga proses produksi barang tidak lagi dilakukan 

secara manual {handmade) yang mengh~silkan barang satu demi satu, melainkan 

dapat dilakukan dengan bantuan mesin yang menghasilkan barang secara massal. 

1 Lihat Resa Eka Ayu Sartika, Penemuan yang Mengubah Dunia: Uang, Sejak Kapan Digunakan? 
hrtps: //sains.kompas.com /read /2018/08 /09 /2 033 00423 /penemuan-yang-mengu bah-du nla
ua ng-sej ak-kapan-digu nakan-?pa g-e- a 11 . Diunduh 18 Oktober 2020 pukul 22.04. 
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Kondisi ini menyebabkan produsen barang menciptakan mata rantai distribusi 

barang yang telah dapat diproduksi secara massal, karena tanpa mata rantai 

distribusi terse but pemasaran barang yang tel ah diproduksi secara massal terse but 

akan macet (stucked). Mata rantai distribusi tersebut dapat terdiri atas sejumlah 

distributor, sejumlah sub distributor, sejumlah grosir, dan sejumlah pengecer. 

Pengecer inilah yang bertindak sebagai penjual barang dan berhubungan langsung 

dengan konsumen sebagai pembeli. 

Di bidang jasa, khususnya jasa transportasi darat, Revolusi lndustri 1.0 telah 

menyebabkan ditemukan kereta api pada tahun 17842
• Kereta api merupakan alat 

transportasi darat yang dapat mengangkut sekaligus ratusan penumpang dalam 

suatu waktu yang sama. Setiap ca Ion penumpang dari ratusan calon penumpang 

tersebut harus membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara 

jasa transportasi kereta api. Agar terhindar dari pelambatan keberangkatan kereta 

api, karena setiap penumpang harus melakukan tawar menawar atau berunding 

untuk membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa 

transportasi kereta api, maka perjanjian jasa pengangkutan tersebut disiapkan, 

dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi 

kereta api. Perjanjian jasa pengangkutan dibuat dalam bentuk tiket kereta api 

yang merupakan perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang disusun, dibuat, dan 

digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi tan pa berunding 

dengan calon penumpang. 

Pada saat ini perjanjian baku telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang 

perdagangan barang dan/atau jasa, mulai dari ban pembelian barang yang 

mencantumkan perjanjian baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat 

ditukar atau dikembalikan, sampai dengan polis asuransi kerugian atau asuransi 

kesehatan yang merupakan perjanjian baku yang memuat berbagai ketentuan 

yang tidak pernah dirundingkan dengan pihak tertanggung. 

Berbagai ketentuan dalam perjanjian baku yang dususun secara sepihak dan tidak 

pernah dirundingkan antara pihak penyusun perjanjian baku tersebut dengan 

pihak penerima perjanjian baku tersebut, sangat potensial memuat ketentuan 

yang merugikan pihak penerima perjanjian baku. Ketentuan yang merugikan 

tersebut dapat berisi: 

a. pengurangan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku; 

2 Kereta api uap pertama ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama 
William Murdoch yang lahir dan besar di Skotlandia. William Murdoch menemukan kereta api 
uap pertamanya pada tahun 1784. Sumber: https·!/kereta-apl lnfo/mengeoal-kereta-apl-uap
pertama-4953.htm. 
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b. pengalihan kewajiban pihak penyusu 

perjanjian baku; 

c. pengurangan atau penghapusan hak d, 

Potensi kerugian pihak penerima perjanji 

penggunaan perjanjian baku digital sebag, 

perjanjian baku digital terjadi dalam kondi 

karena domisili pembuat dan domisili pe 

berbeda negara dengan bahasa yang berb 

perjanjian baku digital sebagaimana dikem1 

Untuk melindungi penerima perjanjian bal 

akibat ketentuan dalam perjanjian baku dil 

baku, sehingga kesetaraan hak dan kewajil 

negara menerbitkan peraturan perundang

dan penggunaan perjanjian baku, termasL 

tentang penyusunan dan penggunaan pe1 

sanksi perdata, sanksi administratif, serta s, 

baku yang melanggar peraturan perundang 

Buku Bunga Rampai Perlindungan KonsumE 

ini akan menguraikan tentang: 

a. pengertian perjanjian, perjanjian baku 

b. peraturan perundang-undangan tentan 

c. kelemahan pengaturan dan pengawasa 

d. masalah penggunaan perjanjian baku i: 

e. masalah penggunaan perjanjian baku d 

f. masalah penyelesaian sengketa perjanj 

g. solusi terhadap masalah di atas r 

Perlindungan Konsumen, khususnya 

perjanjian baku, pengawasan penggun 

penyelesaian sengketa perjanjian baku; 

h. kesimpulan dan rekomendasi pengemb 

dan/atau jasa pengguna perjanjian bak 

Untuk dapat memahami seluk beluk per. 

berupa pasal yang dikenal sebagai klausul 

diuraikan tentang pengertian perjanjian pad 

pengertian yang utuh tentang perjanjian ba 
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b. pengalihan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku kepada penerima 

perjanjian baku; 

c. pengurangan atau penghapusan hak dari penerima perjanjian baku. 

Potensi kerugian pihak penerima perjanjian baku semakin mengemuka dalam 

penggunaan perjanjian baku digital sebagai akibat Revolusi lndustri 4.0, karena 

perjanjian baku digital terjadi dalam kondisi nir tatap muka (faceless). Selain itu, 

karena domisili pembuat dan domisili penerima perjanjian baku digital dapat 

berbeda negara dengan bahasa yang berbeda, maka potensi kerugian penerima 

perjanjian baku digital sebagaimana dikemukakan di atas semakin meningkat. 

Untuk melindungi penerima perjanjian baku dari kerugian yang potensial terjadi 

akibat ketentuan dalam perjanjian baku dibuat sepihak oleh penyusun perjanjian 

baku, sehingga kesetaraan hak dan kewajiban dapat diwujudkan, maka berbagai 

negara menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan 

dan penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjia·n baku digital. Pengaturan 

tentang penyusunan dan penggunaan perjanjian baku dilengkapi pula dengan 

sanksi perdata, sanksi administratif, serta sanksi pidana bagi penyusun perjanjian 

baku yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. 

Buku Bunga Rampai Perlindungan Konsumen dalam penggunaan Perjanjian Baku 

ini akan menguraikan tentang: 

a. pengertian perjanjian, perjanjian baku dan klausula baku; 

b. peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku; 

c. kelemahan pengaturan dan pengawasan perjanjian baku; 

d. masalah penggunaan perjanjian baku pada bidang barang dan/atau jasa; 

e. masalah penggunaan perjanjian baku digital; 

f. masalah penyelesaian sengketa perjanjian baku; 

g. solusi terhadap masalah di atas melalui perubahan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, khususnya tentang pembaharuan pengaturan 

perjanjian baku, pengawasan penggunaan perjanjian baku, dan pengaturan 

penyelesaian sengketa perjanjian baku; dan 

h. kesimpulan dan rekomendasi pengembangan perlindungan konsumen barang 

dan/atau jasa pengguna perjanjian b_aku, termasuk perjanjian baku digital. 

Untuk dapat memahami seluk beluk perjanjian baku dan isi perjanjian baku 

berupa pasal yang dikenal sebagai klausula baku, maka di dalam huruf a perlu 

diuraikan tentang pengertian perjanjian pada umumnya, sehingga dapat diperoleh 

pengertian yang utuh tentang perjanjian baku serta klausula baku. 
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Di dalam huruf b, akan diuraikan tentang peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perjanjian baku dan klausula baku, baik dalam aras undang

undang maupun dalam aras peraturan pelaksana dan yurisprudensi Mahkamah 

Agung. 

Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diuraikan dalam huruf b di atas, maka di dalam huruf c akan diuraikan kelemahan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian baku secara individual, 

maupun koherensi vertikal maupun konsistensi horisontal peraturan perundang

undangan tersebut. Selain itu, kelemahan lain adalah ketiadaan pengaturan 

tentang metode analisis untuk menentukan apakah suatu klausula baku dalam 

perjanjian baku berpotensi merugikan konsumen. 

Di dalam huruf d dan huruf e akan dikemukakan berbagai masalah yang timbul 

dari praktek penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, 

baik mengenai barang maupun jasa. Masalah yang timbul dalam penggunaan 

perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, yang menimbulkan sengketa 

konsumen, yaitu sengketa antara penerima perjanjian baku dengan penyusun 

perjanjian baku akibat terdapat klausula baku dalam perjanjian yang merugikan 

konsumen. 

Pembahasan masalah pada huruf d, huruf e, dan huruf f akan dilengkapi dengan 

berbagai contoh perjanjian baku yang digunakan dalam bidang barang dan/atau 

jasa, yang berisi klausula baku yang merugikan konsumen. 

Di dalam huruf g akan diuraikan tentang solusi yang direncanakan untuk dilakukan, 

untuk menanggulangi dan bahkan meminimalkan potensi sengketa konsumen, 

yaitu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, khususnya tentang: 

a. pengaturan pengawasan dalam pembuatan perjanjian baku; dan 

b. pengaturan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa perjanjian 

baku, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non 

litigasi). 

Pada bagian akhir dari Bunga Rampai ini akan dikemukakan kesimpulan dari 

berbagai uraian yang telah dilakukan, dan akan diberikan pula rekomendasi 

tentang perlindungan bagi konsumen penerima perjanjian baku. 

******** 
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Gambaran Umum tentang 
Perjanjian, Perjanjian Baku 
dan Klausula Baku 

1. Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian 

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH 

Perdata)3. Definisi ini mengandung kelemahan, antara lain: 

• kata 'perbuatan' menunjuk pula pada perbuatan melanggar hukum dan 

perbuatan tidak melanggar hukum, seharusnya kata 'perbuatan' diganti 

dengan kata 'persetujuan' atau 'kesepakatan'; 

• kata 'orang' hanya menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, 

padahal selain manusia terdapat 'badan hukum' yang termasuk subyek 

hukum yang dapat membuat suatu perjanjian. Orang atau badan hukum 

dapat disebut sebagai pihak dalam suatu perjanjian; 

• kata 'mengikatkan' berarti kehendak mengikatkan hanya berasal dari satu 

pihak, seharusnya kata tersebut diganti dengan frasa 'saling mengikatk~n 

diri' yang berarti terjadi konsensus antar para pihak; 

• tidak menyebut tujuan pembuatan perjanjian, seharusnya disebutkan 

tujuan pembuatan perjanjian tersebut, yaitu menimbulkan perikatan 

antara para pihak yang membuat perjanjian. Perikatan merupakan 

hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan 

hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang jika dilanggar akan 

terdapat sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar. 

Dengan demikian, perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih 

pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para 

pihak. 

KUH Perdata tidak mengatur tentang pengertian (definisi) perikatan, 

sehingga digunakan pengertian yang diterima dalam praktik Hukum Perdata 

di Indonesia, yaitu perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan 

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. 
Pradnya Paramita, Cetakan keduapuluh lima, 1992, him. 282. 
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hak dan kewajiban bagi para pihak yar 

berupa (Pasal 1234 KUH Perdata)4 : 

a. memberikan sesuatu; 

b. berbuat sesuatu; atau 

c. tidak berbuat sesuatu. 

Suatu perikatan dapat dilahirkan baik k 

undang (Pasal 1233 KUH Perdata)5
• Seda 

undang-undang, timbul dari undang-u 

sebagai akibat perbuatan manusia (Pa 

perikatan yang dilahirkan dari undar 

manusia, terbit dari perbuatan manusic 

perbuatan manusia yang melalui Arres 

31 Januari 1919, terjadi perubahan per 

(BW} Beland a atau Pasal 1365 KUH Per 

perbuatan melanggar undang-undar 

lebih luas menjadi perbuatan melan 

sebagaimana telah digunakan oleh Pas; 

Oleh karena itu, pengertian 'undang 

sebagaimana digunakan dalam berb, 

'hukum'. 

Berdasarkan uraian di atas, sumber I, 
dalam bagan sebagai berikut: 

Perikatan 
Pasal 1233 
KUH Perdata 

Id., him. 269. 
Id. 
Id., him. 287. 
Id. 
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erbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH 

ng kelemahan, antara lain: 

pula pada perbuatan melanggar hukum dan 

hukum, seharusnya kata 'perbuatan' diganti 
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1juk pada manusia sebagai subyek hukum, 

dapat 'badan hukum' yang termasuk subyek 

it suatu perjanjian. Orang atau badan hukum 

. dalam suatu perjanjian; 

ehendak mengikatkan hanya berasal dari satu 

?but diganti dengan frasa 'saling mengikatkan 

sensus antar para pihak; 

mbuatan perjanjian, seharusnya disebutkan 

ian tersebut, yaitu menimbulkan perikatan 

nembuat perjanjian. Perikatan merupakan 

ra pihak dalam perjanjian yang menimbulkan 

asing-masing pihak, yang jika dilanggar akan 

: dikenakan kepada pelanggar. 

idalah kesepakatan antara dua atau lebih 
diri sehingga timbul perikatan antara para 

· tentang pengertian (definisi) perikatan, 

yang diterima dalam praktik Hukum Perdata 

dalah hubungan hukum yang menimbulkan 

, Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. 
1a, 1992, him. 282. 

4 
5 
6 
7 

hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Hak dan kewajiban tersebut 

berupa (Pasal 1234 KUH Perdata)4
: 

a. memberikan sesuatu; 

b. berbuat sesuatu; atau 

c. tidak berbuat sesuatu. 

Suatu perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian, atau karena undang

undang (Pasal 1233 KUH Perdata)5
• Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena 

undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang 

sebagai akibat perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata)6
• Selanjutnya, 

perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan 

manusia, terbit dari perbuatan manusia yang sesuai undang-undang atau dari 

perbuatan manusia yang melalui Arrest Lindenbaum vs. Cohen pada tanggal 

31 Januari 1919, terjadi perubahan penafsiran Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek 

(BW) Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu semula ditafsirkan sebagai 

perbuatan melanggar undang-undang (onwetmatige daad}, ditafsirkan 

lebih luas menjadi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad}, 

sebagaimana telah digunakan oleh Pasal 1353 KUH Perdata7
• 

Oleh karena itu, pengertian 'undang-undang' sebagai sumber perikatan, 

sebagaimana digunakan dalam berbagai buku harus ditafsirkan sebagai 

'hukum'. 

Berdasarkan uraian di atas, sumber lahirnya perikatan dapat digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut: 

Gambar 1: Bagan Sumber Kelahiran Perikatan 

Perikatan 
Pasal 1233 .,_ 
KUH Perdata 

Id., him. 269. 
Id. 
Id., him. 287. 
Id. 

Hukum 
..-Pasal 1313 

KUH Perdata 
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Contoh: Pasal 298 sesuai 
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KUH Perdata { hukum 

KUH Perdata Hukum sebagai 
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manusla meianggar 
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Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi I 3 



Dari bagan tersebut, perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban pada 

para pihak berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu, merupakan akibat dari: 

a. para pihak membuat perjanjian; 

b. para pihak memenuhi ketentuan hukum; 

c. salah satu pihak melakukan p~rbuatan yang sesuai hukum; atau 

d. salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 

Dalam hal hak dan kewajiban tersebut jika tidak dipenuhi oleh salah satu 

pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat 

menuntut ganti rugi sebagai sanksi perdata secara litigasi melalui pengadilan, 

atau secara non litigasi melalui badan/lembaga penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan. 

b. Asas Perjanjian 

Di dalam KUH Perdata tersirat beberapa asas yang digunakan dalam 

pembuatan perjanjian, yaitu: 

• Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang 

keabsahan suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa 

untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH 

Perdata)8
: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal. 

Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri 

merupakan pertemuan kehendak (meeting of minds) yang menghasilkan 

konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan 

perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus 

tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak 

konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) 

dalam perjanjian. 

8 Id., him. 283. 
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Asas konsensualisme sesuai m1 

memenuhi janji, sebagaimana dike 

o Pacta Sunt Servanda (perjanjia 

o Promissorum lmplendorum Ob, 

• Asas Kebebasan Berkontrak 

• 

Asas ini tersirat dalam ketentua 

perjanjian yang dibuat secara sah 

mereka yang membuatnya (Pasal 1 

lstilah 'semua' dalam rumusan ket1 

semua orang boleh membuat pe 

apapun . 

Menu rut civil law tradition asas ket 

o Kebebasan untuk membuat 

perjanjian; 

o Kebebasan untuk memilih d, 

perjanjian; 

o Kebebasan untuk menentukan 

o Kebebasan untuk menentukan 

o Kebebasan untuk menentukan 

Meskipun terdapat kebebasan berkc 

batas terhadap kebebasan berkon 

bebas dibuat apabila dilarang ol 

apabila berlawanan dengan kesusil2 

1337 KUH Perdata)11
• 

Asas Mengikat Sebagai Undang-Un 

Asas ini disimpulkan dari, khusu 

undang-undang bagi mereka yan1 

yang mengatur bahwa semua perja 

sebagai undang-undang bagi merek 

(1) KUH.Perdata)12• 

9 Id., him. 285. 
10 Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Stan 
Berkontrak, Majalah Padjadjaran. No. 3-4, 1987, him. 
11 Supra note 3, him. 285. 
12 Id., him. 285. 



yang melahirkan hak dan kewajiban pada 

sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat 

jian; 

1tuan hukum; 

perbuatan yang sesuai hukum; atau 

perbuatan yang melanggar hukum. 

tersebut jika tidak dipenuhi oleh salah satu 

a dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat 

ksi perdata secara litigasi melalui pengadilan, 

iadan/lembaga penyelesaian sengketa di luar 

at beberapa asas yang digunakan dalam 

:3t dalam ketentuan yang mengatur tentang 

n. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa 

1 diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH 

engikatkan dirinya; 

,uat suatu perjanjian; 

~pakat para pihak yang saling mengikatkan diri 

~ndak (meeting of minds) yang menghasilkan 

1k tersebut . Menurut asas ini perjanjian dan 

1anya telah dilahirkan sejak saat konsensus 

telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak 

para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) 

Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa 

memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium: 

o Pacta Sunt Servanda (perjanjian harus ditaati); dan 

o Promissorum lmplendorum Obligatio (janji menimbulkan kewajiban). 

• Asas Kebebasan Berkontrak 

• 

Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata)9
• 

lstilah 'semua' dalam rumusan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa 

semua orang boleh membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi 

a pa pun . 

Menu rut civil law tradition asas kebebasan berkontrak terdiri atas10
: 

o Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat 

perjanjian; 

o Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat 

perjanjian; 

o Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; dan 

o Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; 

o Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. 

Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan 

batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak 

bebas dibuat apabila dilarang oleh undang-undang (baca: hukum), 

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 

1337 KUH Perdata)11
• 

Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang. 

Asas ini disimpulkan dari, khususnya dari kalimat berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya di dalam ketentuan 

yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mer.eka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 

(1) KUH .Perdata) 12
. 

9 Id., him. 285. 
10 Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya PadaAsas Kebebasan 
Berkontrak, Majalah Padjadjaran, No. 3-4, 1987, him. 55. 
11 Supra note 3, him. 285. 
12 Id., him. 285. 
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Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang 

telah dibuat secara sah, sebagaimana menaati sebuah undang-undang 

(hukum). 

Berhubung asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam 

pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, 

maka kerangka pikirnya adalah jika isi perjanjian telah disepakati secara 

bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaati 

oleh para pihak. 

• Asas Kepribadian (privity of contract). 

Asas ini dikandung dalam rumusan ketentuan yang menyatakan bahwa 

perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian 

itu tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga; tak dapat pihak 

ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam 

Pasal 1317 (Pasal 1340 KUH Perdata)13
• 

Pasal 1317 KUH Perdata mengatur bahwa di dalam perjanjian boleh 

ditentukan bahwa pihak ketiga akan dipenuhi kepentingannya (derden 

beding). Selain itu, Pasal 1316 KUH Perdata menentukan pula bahwa 

di dalam perjanjian boleh diperjanjikan bahwa pihak ketiga akan 

menanggung atau menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul 

dari perjanjian tersebut (perjanjian garansi). 

c. Keabsahan Perjanjian 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan tentang keabsahan suatu 

perjanjian mensyaratkan 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar perjanjian 

sah, yaitu (Pasal 1320 KUH Perdata)14
: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 

3. suatu hal tertentu; 

4. suatu sebab yang halal. 

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif karena mengatur syarat 

dari para pihak (manusia atau badan hukum) yang membuat perjanjian. 

Sedangkan dua syarat yang kedua disebut syarat obyektif karena mengatur 

syarat dari obyek perjanjian. 

13 Id. 
14 Id .. hlm.283 . 
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Dalam hal syarat subyektif yang tidak 

dibatalkan (voidable). Sedangkan dal, 

terpenuhi, maka perjanjian batal demi h 

Apabila pembuatan perjanjian telah me1 

menu rut ketentuan, perjanjian tersebut 

para pihak yang membuatnya (Pasal 133 

Di bawah ini akan diuraikan berbagai ha 

penentu keabsahan perjanjian sebagaim 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan 

Sepakat adalah pertemuan kehenda 

dikehendaki oleh pihak yang satu ju 

sehingga menghasilkan konsensus , 

asas ini perjanjian dan perikatan yar 

sejak saat konsensus tercapai . 

mempunyai akibat hukum sejak ko 

mengenai hal pokok (esensialia) dal, 

Pernyataan kehendak dari pihak ya 

(offer), sedangkan pernyataan ke~ 

penawaran disebut akseptasi (accep 

Pernyataan kehendak dari masin1 

perjanjian dapat dilakukan: 

a. Secara tegas (explicit/clearly am 

b. Secara diam-diam melalui perila 

being put into words) sebagaimc 

Perdata 16
. 

Sebagai contoh dapat dikemukak 

menyewa ruang perkantoran telah 

tetapi ternyata sampai dengan tangg 

menempati ruang perkantoran teri 

masih mengizinkan penyewa untuk 

terjadi perjanjian sewa menyewa y 

perilaku oleh kedua pihak. 

15 Id., hlm. 285. 
16 Id., hlm. 286. 



ihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang 

bagaimana menaati sebuah undang-undang 

sebagai undang-undang ini dimuat di dalam 

sal yang memuat asas kebebasan berkontrak, 

3lah jika isi perjanjian telah disepakati secara 

harusnya isi perjanjian tersebut akan ditaati 

f contract). 

-umusan ketentuan yang menyatakan bahwa 

1tara para pihak yang membuatnya. Perjanjian 

,erugian kepada pihak ketiga; tak dapat pihak 

arenanya, selain dalam hal yang diatur dalam 

I Perdata)13
• 

11engatur bahwa di dalam perianJ1an boleh 

2tiga akan dipenuhi kepentingannya (derden 

1316 KUH Perdata menentukan pula bahwa 

ih diperjanjikan bahwa pihak ketiga akan 

n pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul 

rjanjian garansi). 

n di atas, ketentuan tentang keabsahan suatu 

1pat) hal yang harus dipenuhi agar perjanjian 

lata)14
: 

gikatkan dirinya; 

t suatu perjanjian; 

:iut syarat subyektif karena mengatur syarat 

J badan hukum) yang membuat perjanjian. 

Jua disebut syarat obyektif karena mengatur 

Dalam hal syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat 

dibatalkan (voidable). Sedangkan dalam hal syarat obyektif yang tidak 

terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (void). 

Apabila pembuatan perjanjian telah memenuhi keempat syarat di atas, maka 

menu rut ketentuan, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)15• 

Di bawah ini akan diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan setiap syarat 

penentu keabsahan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas. 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

Sepakat adalah pertemuan kehendak (meeting of minds), yaitu apa yang 

dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, 

sehingga menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut 

asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan 

sejak saat konsensus tercapai. Artinya, perjanjian telah sah dan 

mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, 

mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. 

Pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan disebut penawaran 

(offer), sedangkan pernyataan kehendak dari pihak yang menerima 

penawaran disebut akseptasi (acceptance). 

Pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dalam pembuatan 

perjanjian dapat dilakukan: 

a. Secara tegas (explicit/clearly and fully expressed); 

b. Secara diam-diam melalui perilaku (tacit/implied/understood without 

being put into words) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1347 KUH 

Perdata 16
• 

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian sewa 

menyewa ruang perkantoran telah berakhir tanggal 31 Oktober 2020, 

tetapi ternyata sampai dengan tanggal 30 November 2020 penyewa masih 

menempati ruang perkantoran tersebut dan pihak yang menyewakan 

masih mengizinkan penyewa untuk menempatinya. Secara hukum telah 

terjadi perjanjian sewa menyewa yang baru secara diam-diam melalui 

perilaku oleh kedua pihak. 

15 Id., him. 285. 
16 Id., him. 286. 
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mg dan/atau penyedia jasa, selain 

1, namun sekaligus bermanfaat bagi 

iasa untuk meningkatkan daya saing 

1naan perjanjian baku oleh pelaku 

•itas yang bertanggungjawab adalah 

(ementerian Perdagangan di tingkat 

>erdagangan, Bidang Perlindungan 

abupaten/kota. 

·orang untuk melindungi diri dari 

;onerasi di dalam perjanjian baku 

umen. Dengan memahami haknya, 

;aha barang dan/atau penyedia jasa 

ng merasa haknya dilanggar wajib 

aha barang dan/atau penyedia jasa. 

teliti sebelum membeli. Untuk itu, 

in tentang metode menentukan 

~ksonerasi pada perjanjian baku. 

1 kebiasaan konsumen barang dan/ 

anjian baku dan informasi tertulis 

, agar mau dan mampu menuntut 

non litigasi. 
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tokoh inspiratif Pendukung Pengaturan 
nen Sektor Jasa Keuangan. 

kan gelar Sarjananya di FH Unpar (1977); 
iteit Brussel, Belgium (1988); dan gelar 
bekerjasama dengan Vrije Universiteit 

13). 

lluyo, SH., MH., CN 
;um Universitas Katolik Parahyangan 

adalah Guru Besar aktif dalam bidang 
.cara Perdata, dan Hukum Perlindungan 
,ndung. Beliau pernah menjabat sebagai 
~an Konsumen Nasional (BPKN) selama 
1m berbagai kementerian dan lembaga 
antaranya, Prof. Waluyo terlibat sebagai 
raturan Mahkamah Agung No. 1/2006 
1an Keberatan Terhadap Putusan Badan 
nsumen; Rancangan Peraturan Menteri 
nyelesaian Sengketa Konsumen oleh 
:eta Konsumen (BPSK); Modul Pelatihan 
1donesia; serta Buku Pedoman tentang 
perbankan, asuransi, perparkiran dan 

Prof. Waluyo memperoleh gelar Sarjana (1982), Magister (1997) 
dan Doktoralnya (2003) di FH Unpar, serta menyelesaikan 
Pendidikan spesialis kenotariatannya di Universitas Padjajaran, 
Bandung (1988). 

Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH 
Of Counsel, NKN Legal dan Anggota PERADI 

Berkantor di Jakarta, Prof. Budiono Kusumohamidjojo menjabat 
sebagai Anggota Kelompok Kerja Sosial-Budaya LEMHANNAS 
RI dalam beberapa tahun terakhir. Beliau mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung (1976), 
dan lulus magna cum laude untuk gelar Doktor der Philosophie 
(Dr.phil.) dari Staatsuniversitiit Wiirzburg, Jerman (1982). Prof. 
Budiono Kusumohamidjojo juga mendapatkan sertifikasi sebagai 
penerjemah tersumpah untuk Bahasa lnggris, Jerman dan Belanda 
dari Universitas Indonesia (1995) . 

Selain sebagai Of-Counsel NKN Legal untuk bidang korporat dan 
komersial, Prof. Budiono Kusumohamidjojo juga adalah Guru 
Besar untuk Filsafat Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas 
Parahyangan, Bandung. Beliau mengajar Filsafat Hukum pada 
Program Doktor llmu Hukum dan Perbandingan Hukum Kontrak 
pada Program Magister llmu Hukum. 

Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn 
Ketua, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) 

Sejak mendirikan kantor hukum Adams & Co. Counsellors at Law 
pada tahun 1999 hingga saat ini, Dr. Tobing aktif memberikan 
konsultasi pro-bona pada kasus-kasus ternama perlindungan 
konsumen. Prestasinya ini pun mendapatkan pengakuan dari 
dalam dan luar negeri dengan terpilihnya Dr. Tobing sebagai 
Tokoh Perlindungan Konsumen dari Unsur Lembaga Swadaya 
Masyarakat oleh Kementerian Perdagangan Indonesia pada tahun 
2018; The Most Inspiring Lawyer in Pro Bono Non-Litigation oleh 
Hukumonline pada tahun 2018 dan 2019; serta Indonesia's Top 
100 Lawyers oleh Asia Business Law Journal pada tahun 2019 dan 
2020. 

Dr. Tobing menyelesaikan seluruh studinya di Universitas Indonesia. 
Disertasi doktoralnya, "Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan 
Hukum Perlindungan Konsumen", juga diterbitkan sebagai buku 
pada tahun 2019. Saat ini, beliau pun menjabat sebagai Ketua 
Komunitas Konsumen Indonesia (KKI). 
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Dr. Megawati Simanjuntak, SP, MSi 
Komisioner, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 

Sejak tahun 2005, Dr. Megawati Simanjuntak menjadi pengajar 
di Departemen llmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi 
Manusia, lnstitut Pertanian Bogor (IPB). Dr. Simanjuntak telah 
menerbitkan sebanyak 19 buku teks/buku referensi terkait topik 
konsumen, melakukan penelaahan sejawat pada 13 jurnal nasional 
dan internasional, serta menjadi anggota pada 8 organisasi profesi 
di level nasional dan internasional. la pernah mendapat paten 
dari Business Innovation Center (BIC), Kementerian Riset dan 
Teknologi Republik Indonesia (Ristek) . Pada bidang konsumen 
dan manajemen sumberdaya keluarga, ia telah melaksanakan 
46 kegiatan penelitian. Salah satunya merupakan penelitian 
mengenai lndeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2013-
2019 bersama Dikti dan Kementerian Perdagangan. 

Saat ini, Dr. Simanjuntak juga merupakan anggota Komisi I 
Penelitian dan Pengembangan BPKN. 

Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. 
Dos en Tetap, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(FH-UAJY) 

Berdomisili di Yogyakarta, Dr. Johanes Widijantoro telah lama 
menekuni bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum 
HAM, melalui berbagai aktivitas ilmiah dan forum pertemuan 
tingkat nasional/internasional. Dr. Widijantoro pernah menjabat 
sebagai Dekan di FH UAJY (2003-2006); Anggota Lembaga 
Ombudsman Swasta DIV (2005-2008); dan Ketua Lembaga 
Konsumen Yogyakarta/LKY (2009-2013). Pendidikan S-1 diperoleh 
di FH-UAJY, S-2 di Universitas Indonesia, dan S-3 di Universitas 
Gadjah Mada. 

Selain aktif sebagai dosen, Dr. Widijantoro saat ini menjabat 
sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga Konsumen Yogyakarta 
(LKY) dan anggota International Association of Consumer Law 
(IACL). lsu disabilitas, sebagai salah satu isu HAM, juga menarik 
perhatiannya, khususnya dalam mengadvokasi hak-hak difabel. 
Saat ini penelitian mengenai penguatan kapasitas hukum 
difabel sedang dilakukannya bersama dengan SIGAB (organisasi 
penyandang disabilitas). 
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